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PERNYATAAN ORISINALITAS

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya (Kodrat Kristanto Firmansyah, 151410713002) menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saya ini adalah asli dan benar-benar
hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan
mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau

penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.

e}

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak terdapat karya atau
pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara
tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah
yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan

norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Kodrat Kristanto Firmansyah
(151410713002)
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar di
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan presentase pada penerimaan anggaran
belanja negara dari sektor perpajakan sebesar 80% lebih untuk pembiayaan
negara.

Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu menurut
sifatnya, sasarannya, dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak menurut sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, pajak langsung

dan pajak tidak langsung :

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan
secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya adalah PPh
(Pajak Penghasilan).

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau
peristiwa tertentu saja. Contohnya adalah saat ada penyerahan atau
perolehan barang atau jasa kena pajak maka terdapat pajak yang bisa
dilimpahkan ke pihak lain yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Pajak menurut sasarannya
Jenis-jenis pajak menurut sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak

subjektif dan pajak objektif:

1
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a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan
memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya) barulah melihat
keadaan objektifnya. Apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

b. Pajak objektif adalah jenis pajak dengan memperhatikan objeknya
terlebih dahulu barulah melihat subjeknya apakah mempunyai hubungan
hukum dengan objek yang telah diketahui.

3.  Menurut lembaga pemungutnya

Dalam hal ini, pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua,

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut

oleh pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan pajak pusat dan
pajak daerah.

Terdapat 3 sistem yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Official assessment system

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak

atau fiskus untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang yang harus

dibayar oleh wajib pajak.
2. Self assessment system

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang dibayarkan kepada kas Negara.
3. Withholding system

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang kepada wajib

pajak.

Pada umumnya, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan
(budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).
1. Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai seluruh

pengeluaran pemerintah.
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2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah

untuk mencapai tujuan tertentu terutama dalam bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap
penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada
pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Suandy,2014 : 56).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Menurut pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU
Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha
jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Sedangkan pada pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh,
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan
undang-undang ini.

Objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor
42 Tahun 2009 dikenakan atas :

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha;

2. impor Barang Kena Pajak;

3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabedan di dalam Daerah Pabean;
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pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

10.

dan

ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang
hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain (pasal
16C UU Nomor 8 Tahun 1983);

pajak Pertambah Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak
berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan
oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan (pasal 16D UU Nomor 42 Tahun
2009).

Barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut
pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

1.

4.

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya;

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

uang, emas batangan, dan surat berharga.

Saat dan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 11
UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah :

L.

Tugas Akhir

Terutangnya pajak terjadi pada saat :
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak:

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
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d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g. ckspor Batang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

h. eksporJasa Kena Pajak.

2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak
atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran
dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat
terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Di Indonesia, seluruh aturan pelaksanaan dalam undang-undang perpajakan
diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) atau KMK (Keputusan Menteri
Keuangan). Salah satu PMK yang ada saat ini adalah PMK No.197/PMK.03/2013
tentang perubahan atas PMK No.68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha
kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pada pasal 4 PMK No.68/PMK.03/2010 yang berbunyi demikian:

(1). Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).

(2). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Yang diubah dalam pasal 1 ayat (2) PMK No.197/PMK.03/2013 atas

perubahan pada pasal 4 PMK No.68/PMK.03/2010 yang berbunyi demikian:
(1). Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).
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(2). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Menurut pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009:
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) hurufc;
c. ckspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
d. eksporJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf h.
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan
Jasa Kena Pajak;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan; atau
d. saat lain yang diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha
Kena Pajak dapat membuat 1(satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena

Pajak yang sama selama 1(satu) bulan kalender.
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(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama
pada akhir bulan penyerahan.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tengtang penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah, Harga Jual atau Penggantian, dan

potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f.  Kode, nomor seri, dan tangal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menanda tangani Faktur Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata
cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Aturan pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor
Per-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisihan Keterangan,
Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau
Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan.

Sehubungan dengan pemberlakuan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-
Faktur), Direktorat Jenderal Pajak perlu mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai Faktur Pajak
berbentuk elektronik (e-Faktur), yaitu:
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. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata

Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur
Pajak;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,
Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang
Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur
Pajak Berbentuk Elektronik;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-224/PJ/2014 tentang
Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur
Pajak Berbentuk Elektronik;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2015 tentang
Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur
Pajak Berbentuk Elektronik; dan

Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014
tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

2.  Bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,

kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalm melaksanakan

kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

3.  Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 1 (satu) Pengusaha Kena Pajak

yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mualai 1

November 2014 sebagaimana terlampir (Lampiran I) dan 26 (dua puluh
enam) Pengusaha Kena Pajak yang membuat FAktur Pajak berbentuk

elektronik (e-Faktur) mualai 1 April 2015 sebagaimana terlampir (Lampiran

).
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4. Kepada seluruh pihak yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dari 27 (dua puluh tujuh) Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas dengan ini diberitahukan bahwa
Faktur Pajak yang akan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut
berbentuk elektronik (e-Faktur).

5. Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur dapat diinformasikan
sebagai berikut:

1. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak
dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan
kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur
dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.

2. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi
untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

6. Dalam hal e-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas, maka
contoh tampilannya adalah sebagaimana terlampir (Lampiran III). Apabila
e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh
Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan,
alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas

tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

PT X adalah Klien dari KKP Budi Tjiptono & rekan yang berdiri pada tahun
2002, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang consumer
goods sebagai profesional distributor makan dan minuman. Hingga sekarang telah
diperaya oleh perusahaan besar sebagai Sub-Distributor PT NICI/ PT IAP
Channel Horeka, Sub-Distributor PT.Indolakto, PT Sinar Meadow International
Indonesia, PT. Sari Agrotama Persada/ Wilmar.

PT X telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tahun 2003
memiliki customers yang bergerak di bidang perdagangan, restoran, cafering,

bakery, cafe, karaoke, koperasi, institusi dan lain-lain. Dengan adanya lawan
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transaksi yang bervariatif mulai dari perseorangan, pedagang eceran, hingga
perusahaan berbadan hukum yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, maka PT X mempunyai kewajiban di bidang perpajakan sebagai pemungut
PPN atas transaksi penjualan yang dilakukan dengan lawan transaksinya, dan
menerbitkan Faktur Pajak untuk transaksi yang dilakukan dengan Pengusaha Kena
Pajak juga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan pelaporan
tugas akhir ini penulis membahas tentang “Penerapan Kewajiban Perpajakan
pada PT X di Surabaya sebagai PKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Klien dari KKP Budi
Tjiptono& Rekan)”

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program studi Diploma I1I
Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Mengetahui Kewajiban dan Kepatuhan perpajakan pengusaha yang
digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada PT X sesuai dengan
UU Nomor 42 Tahun 2009

3. Menambah pengalaman serta memperdalam pengaplikasian ilmu
perpajakan dalam perkuliahan serta guna mempersiapkan dini dalam
dunia pekerjaan.

4. Mengetahui pengaplikasian teori tentang perpajakan yang diperoleh

selama menempuh perkuliah pada dunia kerja secara nyata.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

a. Bagi mahasiswa
I. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam dunia

perpajakan.
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2. Untuk sarana mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang
dimiliki selama menempu pendidikan di Diploma III Perpajakan
dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.

3. Memperoleh pengetahuan tentang kewajiban dan kepatuhan terhadap
perpajakan pada PT X sebagai PKP.

4. Untuk memperoleh pengalaman kerja secara nyata di suatu
perusahaan.

5. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan

acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan laporan ini.

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
1. Menjalin kerja sama antara pihak Fakultas Vokasi Universitas
Airlangga dengan KKP Budi Tjiptono & Rekan

[}

Menambah refrensi tempat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa
yang akan mengambil mata kuliah PKL.
3. Memberikan tambahan literature yang bermanfaat bagi ruang baca
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
c. BagiPTX
1. Dengan adanya mahasiswa PKL, diharapkan membantu pegawai
pada PT X mengenai administrasi perpajakan dan bagian
akuntansinya.
2. Menjalin kerjasama antara PT X dengan Universitas Airlangga.
d. Bagi Pembaca
1. Menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca.

2. Sebagai refrensi tentang kepatuhan perpajakan PT X.

1.4 Rencana Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT X selama 5 minggu (22 hari
kerja) terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari
2017. Praktik kerja lapangan dilaksanakan tiap hari kerja (senin-jumat) pada pukul
09.00-17.00.
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BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK
KERJA LAPANGAN

Tugas Akhir Penerapan Kewajiban Perpajakan..... Kodrat Kristanto Firmansyah



BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum PT X
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT X yang merupakan
salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Budi Tjiptono & Rekan. Gambaran

umum mengenai PT X dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Profil Perusahaan PT X

PT X adalah perusahaan distributor penjual bahan-bahan kue, makanan dan
minuman yang berdiri sejak tahun 2002. PT X merupakan perusahaan distributor
yang telah dipercaya oleh perusahaan besar seperti PT. Indofood Sukses Makmur,
PT. Indomilk, PT. Sinar Meadow International Indonesia (SMII) dari Grup Sinar
Mas. Perusahaan ini dibangun dengan sasaran utamanya adalah perusahaan—
perusahaan kue, restoran, toko-toko makanan, toko toko pejual bahan kue. Dalam
perjalanan mencari pelanggan, perusahaan memiliki 8 orang karyawan yang
bekerja sebagai pemasaran produk maka sedikit demi sedikit perusahaan ini bisa
mendapatkan customer. Saat ini PT X telah berkembang dan menjadi salah satu
penyedia bahan makanan yang terpercaya di Kota Surabaya, Kota Sidoarjo dan
Kabupaten Sidoarjo. Banyak restoran dan toko-toko kue maupun pedagang eceran
yang percaya dengan jasa mereka, perusahaan swasta dan pengguna personal juga
mulai bertambah menjadi pelanggan mereka. Bertekad untuk memberikan yang
terbaik dalam bisnis ini, perusahaan selalu berpijak pada nilai-nilai
Profesionalisme dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya sebagai landasan dasar

dalam memberikan layanan terbaik demi kepuasan pelanggan.
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Berikut ini adalah struktur organisasi PT X.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT X

(Sumber : data intern PT X, 2015)
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Uraian tugas di PT X :
1. Direktur
a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan jasa
konsultasi perpajakan oleh kantor cabang.
2. Accounting
a. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan.
b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
3. Marketing
a. Menyusun dan melaksanakan program marketing.
b. Membuat kontrak dengan klien.
4. Bagian Operasional
a. Mengurus administrasi pengiriman surat dan dokumen.
b. Membantu manajemen dalam menyelesaikan pekerjaan yang terkait
urusan rumah tangga.
5. Bagian Perpajakan
a. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan
6. Purchasing
a. Mencatat penerimaan dari pembayaran

b. Mencatat pembayaran yang dilakukan PT X

Terdapat satu orang karyawan di bagian akuntansi dan merangkap pekerjaan
di bagian perpajakan, sehingga banyak sekali perkerjaan yang dikerjakan

karyawan tersebut.

2.1.2 Layanan yang diberikan PT X
Layanan yang diberikan adalah dengan memberikan kualitas barang terbaik
sebelum dikiri ke pelanggan. Menjaga kualiatas adalah prioritas utama pada PT X

sehingga pelanggan merasa puas dengan kualitas barang yang dibelinya.
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Teknologi Pendukung

Didukung dengan teknologi pemasaran secara online sehingga pelanggan
bias memesan barang dengan menggunakan social media baik melali WastApp,
BlackBerry Masangger dan telefon langsung pada kontak yang tersedia maka
pelanggan dapat dengan mudah memesan barang dari PT X.

Jasa Teknik
Dalam hal jasa. PT X memberikan pelayanan dengan jasa pengiriman

barang ke tempat pelanggan. Sehingga pelanggan tidak perlu repot membawa
barang yang dibelinya dari PT X.

2.1.3 Lokasi PT X

PT X memiliki gudang dan sekaligus dijadikan sebagai kantor di lokasi
yang sama yang beralamat di JI. Raya Rungkut Menanggal (Komplek Puri Niaga),
Surabaya. Tetapi diakui dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo
Utara. Selain itu PT.X juga mempunyai cabang di wilayah malang yang berada di
Komplek Pergudangan Tanrise K-Walk, singosari-malang.

2.1.4 Visi dan Misi PT X
Visi PT X :
Menjadi distributor /“ood Service yang kuat, handal dan terpercaya.

Misi PT X :
Memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan PT X
(Sumber : Profil Company PT X)

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan dengan memilih PT X sebagai
tempat melakukan studi kasus mengenai penerapan kewajiban perpajakan sebagai
PKP di bidang PPN sesuai dang Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Kegiatan
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan ini, dimulai dari tahap awal persiapan
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hingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Rincian kegiatan Praktik Kerja
Lapangan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa persiapan Praktik Kerja Lapangan ini diawali dengan mencari tempat
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap ini, mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan mulai mengajukan surat
pengantar Praktik Kerja Lapangan dari pihak universitas dengan ditandatangani
oleh dekan Vokasi Universitas Airlangga dan membuat proposal pengajuan
Praktik Kerja Lapangan yang akan dituju. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa untuk
memperoleh ijin dari pihak yang akan dituju untuk melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan selama beberapa minggu sampai dengan data-data yang berkaitan
dengan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat terkumpul.

Pada tahap persiapan mahsiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan juga diberikan pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan
pengarahan kepada mahasiwa tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari tata tertib, persyaratan yang
diperlukan untuk menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sampai dengan
hal-hal yang harus dipenuhi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, antara
lain yaitu menyerahkan daftar nilai dan daftar kehadiran mahasiwa kepada pihak
pimpinan tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan atau pihak yang
ditunjuk sebagai pembimbing mahasiswa di tempat pelaksanaan tersebut selama
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menilai hasil kinerja mahasiswa dalam
hal penyelesaian masalah dan tugas yang diberikan serta menilai kehadiran
mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Selain itu mahasiswa
yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga diharuskan untuk mengambil
data — data dan informasi yang berkaitan dengan tema dan judul yang akan ditulis
dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Data dan informasi tersebut
dikumpulkan oleh mahasiswa atas seizin pimpinan tempat dilaksanakannya

Praktik Kerja Lapangan.
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2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh penulis selama 5
minggu (22 hari kerja), terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 17
Februari 2017. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT X
yang beralamat di JI. Raya Rungkut Menanggal (Komplek Puri Niaga) Surabaya,

Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai

denga kebijakan PT X, yaitu selama lima hari kerja dalam seminggu, dari hari
Senin sampai dengan hari Jum’at dimulai pada pukul 08.00 — 17.00 WIB.
Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT X

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Uraian Kegiatan Pelaksanaan PKL
No Tanggal Seksi Uraian Kegiatan
Minggu 1
1 19 Januari 2017 SDM Pengenalan Perusahaan
2 20 Januari 2017 Pajak Mencatat Jurnal Penjualan
Minggu 2
3 23 Januari 2017 Akuntansi Mencatat Jurnal dan Input
dan pajak Pajak Masukan
+ 24 Januari 2017 Akuntansi Membuat Faktur Pajak
dan pajak
5 25 Januari 2017 Akuntansi Input Pajak Keluaran
dan pajak
6 26 Januari 2017 Akuntansi Membuat Jurnal
dan pajak
7 27 Januari 2017 Akuntansi Input Pajak Masukan Dan
dan pajak Pajak Keluaran
Minggu 3
8 30 Januari 2017 Pajak Membuat SPT PPh 21
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9 31 Januari 2017 Akuntansi Menjurnal Penjualan
dan pajak

10 1 Februari 2017 Akuntansi Menjurnal Penjualan Dan
dan pajak Input Pajak Masukan

11 2 Februari 2017 Akuntansi Input Pajak Keluaran
dan pajak

12 3 Februari 2017 Akuntansi Menjurnal Penjualan dan
dan pajak membuat Faktur Pajak

Minggu 4

13 6 Februari 2017 Akuntansi Menjurnal Dan membuat
dan pajak Faktur Pajak

14 7 Februari 2017 Akuntansi Mengecek Total Pajak
dan pajak | Keluaran dan Pajak Masukan

15 8 Februari 2017 Akuntansi Menjurnal Penjualan
dan pajak

16 9 Februari 2017 Akuntansi Input Pajak Masukan dan
dan pajak Membuat Faktur Pajak

17 10 Februari 2017 Akuntansi Membuat SPT PPN Januari
dan pajak 2017

Minggu 5

18 13 Februari 2017 Akuntansi | Mengecek SPT PPN Januari
dan pajak 2017

19 14 Februari 2017 Akuntansi Menyetorkan PPN Kurang
dan pajak Bayar

20 15 Februari 2017 Akuntansi Melaporkan SPT PPN
dan pajak

21 16 Februari 2017 Akuntansi Membantu Menjurnal
dan pajak

22 17 Februari 2017 Akuntansi Membantu Menjurnal
dan pajak

(Sumber : Data Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Peserta PKL, 2015)
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2.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan

Dalam pembahasan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan dipaparkan
mengenai penerapan kewajiban perpajakan pada PT X di Surabaya sebagai PKP
sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Sehingga dapat diketahui kepatuhan perpajakan PT X terhadap
kewajibannya di bidang PPN.

2.3.1 Kewajiban PKP Sesuai UU No. 42 Tahun 2009
Kewajiban PKP di bidang PPN menurut undang-undang nomor 42 tahun
2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Sebagai PKP PT X wajib
memungut PPN atas penjualan barang dagangannya dan pada akhir suatu
masa pajak PT X wajib menghitung jumlah PPN kurang (lebih) bayar.
Selanjutnya jika ada PPN kurang bayar maka PT X wajib menyetor jumlah
kurang bayar tersebut sesuai dengan perhitungannya. Melaporkan SPT Masa
PPN nya paling lambat akhir bulan berikutnya.

2. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak. PT X
diwajibkan membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang
diserahkan pada pelanggannya. PT X dapat membuat Faktur Pajak saat
penyerahan dan/atau saat penagihan Barang Kena Pajak sesuai pasal 13
Undang Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, PT X
menggunakan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) sesuai dengan
PER 16/PJ/2014.

2.3.2 Penerapan Undang — Undang No. 42 Tahun 2009 di PT X.

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 sebelum Pengusaha Kena Pajak dapat
memperoleh nomor seri Faktur Pajak , terlebih dahulu Pengusaha Kena Pajak
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mengajukan permohonan kode aktivasi dan password secara langsung ke kantor
pelayanan pajak di mana pengusaha tersebut dikukuhkan. Kode aktivasi akan
diberikan oleh DJP kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pengusaha PKP melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ke

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.

2. Pengusaha Kena Pajak telah melakukan verifikasi.
Setelah semua syarat terpenuhi Pengusaha Kena Pajak akan menerima kode
aktivasi dan password yang akan dikirim DJP melalui email atau kantor pos.
Barulah Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan nomor seri Faktur
Pajak.

PT X mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak untuk 1.000 nomor
seri Faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT X untuk 3 (tiga) Masa Pajak
terhitung sejak Januari — Maret 2017. Berikut adalah Gambar Form Permohonan
Permintaan Faktur Pajak :

Gambar 2.1

Form Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

BT K
H Bkt Wy Wt S sk o
UN-LB800EL

Homes  OUFT XN Satatsya U7 pdwan 22017
sl Povtrintasn Mooy Sen Daktur Pk

V5 Kepalo Kaioe Pelwpwran Pajes Skoap i

Detgan o swye

HNama Tom A

i ey

Nama B2 BTN

NPT LOE 900 Ot ) i

Ayt Qumges Feeanggd Veadurgoent Sebow s

Fenvaroain 1 (T'r)" eFiling| | manual Aaoany
—d

Mengnkes permstnnm Peraptyan Nomor S Faetar Ok bacdatsran Porstiran (ersietor
Jewkts Papae Nomor PLE2APLI20Y L seosrnsk 100X Senby: Momor Ser Faitur Sagsk

Bersaing o kg warpsiss dee peovargaie SPT Mg PON wrod T (igal bt terskh
betunfung pasg tela [ahih Tevgo pads Inngge oevrrgiant 0 Nauban Peds g paroan
peaerbian Fokts Pajakra

3 Darseires 1300
} A
3 [Dassrins 015 {3050
Dprsiios dinprgaiaan 3tas petmabion Soetwd KoTE LoRRan ims sanh

Posradon

(Sumber diolah oleh penulis)
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Pada Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009 :
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak;

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan
Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

Setelah menerima nomor seri Faktur Pajak yang diterima dari kantor
Pelayanan Pajak, PT X mulai memasukan nomor seri Faktur Pajak pada aplikasi

e-Faktur dan akan menggunakan nomor tersebut untuk menerbitkan Faktur Pajak

yang dibuat secara elektronik dari aplikasi e-Faktur tersebut. Berdasarkan aturan
Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009, PT X menerbitkan Faktur Pajak saat
penyerahan dan penagihan barang kepada pelanggan yang berstatus Pengusaha
Kena Pajak. Sebelum menerbitkan Faktur Pajak PT X terlebih dahulu menginput
data Penjualan Barang Kena Pajak yang berisi nilai Dasar Pengenaan Pajak(DPP)
dan PPN terutang sebesar 10% dari DPP. Berikut contoh tampilan dalam e-Faktur
Pajak Keluaran PT X saat data sudah di input dan sudah di aprove pada PT.X

masa Januari 2017
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Gambar 2.2
Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Januari 2017
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(Sumber: data olahan PT X, 2017)

Data di atas menunjukan bahwa semua transaksi penjualan yang dilakukan
PT X dengan pelanggan yang berstatus PKP. Sehingga PT X menerbitkan Faktur
Pajak untuk diberikan kepada pelanggan tersebut saat penyerahan barang dan
penagihan agar dapat dikreditkan oleh pelanggannya sebagai Pajak Masukan,
sedangkan bagi PT X Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Pajak Keluaran.
Contoh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT X :
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Gambar 2.3
Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

¥ode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 .001-17 30630212

Pengusaha Kena Pajak

Nama. PT.X
Alamat . JL RAYARUNGKUT MENANGGAL - JWADUNGASRI , SIDOARJO

NPWP : 00.000.000.8-643.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: CY CITARASA CEMERLANG

KotaMab Surabaya Jawa Timur 00000
NPWP - 02114474 6-614.000

Alamat : Bubutan , BG JUNCTION GROUND Level C2 ,C5,C8 Blok 00 No 1-7 RT:000 RW:000 Kei 000 Kec 000

_ . Harga Jusi/PenggantiantUang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak iy inces
MARVILLE SKG

1 Rp 105.9091 x5 52954550
Si B.ASMNS GLN 4XB6KG

2 Rp1159873 x2 23197480

Harga Jual { Penggantian 76152000

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangl Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 761 520,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 76.152,00

0,00

Total PPnBM (P ajak Penjualan Barang M ewah)

Sesual dengan ketertuan yang beraku, Direleorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faltur Pajak initelah ditandatargani

secara eleidronik sehinaaa tidak diperiulan tanda tangan bassh pada Faleur Pajak ini.

SIDOARJQ, 24 Januari 2017

TUAN A

(Sumber : data diolah penulis)

Dari gambar di atas, pada tanggal 24 Januari 2017 PT X menerbitkan Faktur Pajak

kepada CV. Citarasa Cemerlang atas transaksi penjualan barang Marville 5kg dan

Saus Asam Manis Galon seharga Rp. 761.520.,-

Perhitungan PPN :
DPP : Rp. 761.520,-
PPN : 10% x Rp. 761.520,- =Rp. 76.152.-
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Dalam pelaksanaan penerbitan Faktur Pajak, kebijakan yang dibuat oleh PT
X adalah Faktur Pajak diterbitkan satu hari setelah proses penginputan. Faktur
Pajak diserahkan kepada pembeli yang berstatus PKP bersamaan dengan Faktur
Penjualan untuk melakukan penagihan. Dan apabila ada kesalahan dalam Faktur
Pajak yang dibuat, maka PT X akan melakukan pembetulan terhadap Faktur Pajak
yang salah tersebut dan menerbitkan Faktur Pajak Pengganti.

Selain menerbitkan Faktur Pajak PT X juga melakukan pembelian dan
menerima Faktur Pajak yang dapat di kreditkan sebagai Pajak Masukan bagi PT
X. Contoh gambar Pajak Masukan bagi PT X :

Gambar 2.4
Contoh Faktur Pajak Masukan

(Sumber : data diolah penulis)

Pada tanggal 18 Januari 2017 PT X melakukan pembelian dari PT. Sinar
Meadow Internasional Indonesia dengan rincian sebagai berikut :
Margarin 15kg x 20 =Rp. 5.365.000,-
GB Boss 2 15kg x 250 =Rp. 71.477.250,-
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Creaming 16kg x 125
PTRY 3 x Skg x 56

GB MGR 15kg x 50

GB Superior 15kg x 20
GB Grand 5kg x 100

GB Frymasta 15kg x 225
GB Fryall 18kg x 5

GB Frymasta 15kg x 150
MC Bakeri 15kg x 700
MC Multipur 4,5kg x 30
Citafry 15kg x 200

Total Harga DPP

PPN 10% dari DPP

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

=Rp. 50.980.125 -
=Rp. 16.717.288 -
=Rp. 11.562.500.-
=Rp. 6.222.720.-
=Rp. 19.340.900.-
=Rp. 56.382.975.-
=Rp. 1.807.955-
=Rp. 55.322.700.-
=Rp. 139.801.200.-
=Rp. 2.220.000.-
=Rp. 40.868.200.-
=Rp. 460.810.867,-
=Rp. 46.081.086.-

Dart Faktur tersebut PT X melakukan penginputan dalam e-Faktur sebagat
Pajak Masukan dengan DPP Rp. 460.810.867 dan PPN Rp. 46.081.086.
Semua Faktur Pajak yang diterima oleh PT X akan di kreditkan sebagai Pajak
Masukan. Berikut adalah gambar beberapa Pajak Masukan pada PT X masa

Januari 2017 :

Gambar 2.5

Rekapitulasi Faktur Pajak Pajak Masukan Januari 2017

Tugas Akhir

Sumber : (Data Dioleh Penulis)

Penerapan Kewajiban Perpajakan
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Di akhir periode masa Januari 2017, PT X melakukan upload atas Faktur
Pajak yang telah di input di aplikasi e-Faktur. Berikut adalah alur upload faktur

pajak yang siap dibuat SPT PPN masa Januari 2017.

Gambar 2.6
Alur Upload
1. InputPK & 2. Upload 3. Status 4. Managemen
PM L Approval o Upload
A
8. Submit 7. Masukan 6. Start Upload 5. Upload
Upload < Captcha & < Faktur
Password
A
9. Upload 10. Posting 11. Buat SPT
Success

(Sumber: data olahan penulis)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimulai Dari PT X menginput semua Faktur Pajak Keluaran dan Faktur

Pajak Masukan selama masa januari 2017.

N S A LN

Klik start upload

seperti pada Gambar berikut:

Tugas Akhir

Klik manajemen upload untuk tahap selanjudnya.
Upload semua Faktur Pajak yang sudah di input.

Penerapan Kewajiban Perpajakan.....

Kemudian data yang telah di input selanjutnya siap di upload.
Data yang sudah di upload menjadi status approvel success.

Memasukan Captcha dan password yang diberikan oleh Kantor Pajak
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Gambar 2.7
Captcha Dan Password

| S I ok

(Sumber: data internal PT X)
8. Setelah itu itu klik Submit Upload.
9. Upload telah sukses dikerjakan.
10. Selanjutnya akan dilakukan posting
11. Langkah terakhir klik Buat SPT untuk melihat jumlah Pajak Terutang PT.X
masa Januari 2017. Berikut adalah SPT masa PPN PT.X yang siap di bayar
dan dilaporkan :
Gambar 2.8
SPT Masa PPN Januari 2017

(Sumbe;' : data diolah penulis)
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Dari SPT tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2017 PT X

terdapat :
Pajak Keluaran :Rp. 293.341.987.-
Pajak Masukan :Rp. 275.676.812.-

PPN Kurang Bayar :Rp. 17.665.175,-

2.3.3 Prosedur Penyetoran PPN
Gambar 2.9
Prosedur Penyetoran PPN Kurang Bayar

l Mulai '
Membuat
Kode Billing

y
Kode Billing

Menyetorkan
PPN Kurang
Bayar ke Kantor
Pos

Copy
Bukti Penerimaan

Negara (BPN)

v

Arsipp

(Sumber : data diolah penulis)
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Setelah melakukan penghitungan PPN masa Januari 2017, PT X melakukan
Penyetoran Pajak Kurang Bayar dengan menggunakan e-billing untuk
mendapatkan kode e-biling pembayaran Pajak Kurang Bayar tersebut. Prosesnya
sebagai berikut :

1. Setelah PT X mengetahui nominal dari kurang bayar PPN , PT X mulai
membuka web pembuatan kode billing ke sse.pajak.go.id.

2. Masukkan NPWP PT X dan Password SSE yang sudah di daftarkan, lalu
buat sesuai nominal yang di bayarkan dengan kode jenis setor dan masa

PPN, ikuti tahap yang ada dalam web.

3. Setelah selesai kode billing akan muncul dari situs web sse.pajak.go.id.

4. PT X dapat menyetorkan atau membayarkan pajak dengan kode billing ke

kantor pos.

5. Selesai di bayarkan PT X harus mengcopy BPN kurang bayar PPN.

6. Bukti Penerimaan Negara yang asli di simpan sebagai arsip.

7. Copy Bukti Penerimaan Negara untuk di lampirkan dalam laporan.
Gambar 2.10
Kode e-Billing

(Sumber : data diolah penulis)
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Setelah itu mendapatkan kode e-billing tersebut, PT X melakukan
pembayaran Pajak ke Kantor Pos dan menerima BPN (Bukti Penerimaan
Negara) yang statusnya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai
dengan PMK No. 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak.

Gambar 2.11

Bukti Penerimaan Negara

(Sumber : data diolah penulis)
2.3.4 Prosedur Pelaporan PPN masa Januari 2017
Gambar 2.12

Prosedur Pelaporan

Y

Bukti Penerimaan
Negara (BPN)

¥

Membuat SPT

Bukti Penerimaan
Negara (BPN)

SPT PPN

Melapor SPT
PPN
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Bukti Penerimaan
Surat (BPS)

(Sumber : data diolah penulis)
Setelah melakukan penyetoran PPN masa Januani 2017, PT X juga

berkewajiban untuk melaporkan PPN masa Januari 2017 yang sudah dihitung
menggunakan SPT yang selesai dikerjakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdaftar. Pelaporan SPT PPN masa Januari 2017 harus dilakukan oleh PT X
paling lambat akhir bulan berikutnya. SPT PPN yang dilaporkan harus disertai
dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Setelah melaporkan SPT PPN ke KPP,
PT X menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS). Prosesnya sebagai berikut :

1

o}
PA

Copy BPN yang ada di lampirkan untuk pelaporan.

. Buat SPT PPN masa Januari 2017
3,

Masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam laporan
SPT PPN.
. PT X melaporkan PPN yang sudah di cetak ke KPP terdaftar.
5. PT X akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP.
. Simpan BPS sebagai arsip bukti pelaporan.
Gambar 2.13
Bukti Penerimaan Surat (BPS)
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BAB 3 '
SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan
Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT X maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Wajib Pajak Badan (PT X) telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai di
bidang PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2013
2. Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prioritas
bagi PT X sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.2 Saran

Setelah seluruh proses dan simpulan tersebut, akan diberikan saran yang
mungkin berguna khususnya pihak PT X dan Program Diploma III Perpajakan
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

3.2.1 Saran Untuk PT X

1. Selama ini karyawan yang di bagian akuntansi merangkap juga dibagian
perpajakan dan masih banyak pekerjaan akuntansi yang belum selesai, oleh
sebab itu perlu menambah satu orang karyawan untuk divisi perpajakan
supaya bagian akuntansi tidak terganggu mengerjakan perpajakan dan
apabila bagian perpajakan perkerjaannya selesai bisa membantu
mengerjakan pekerjaan akuntansinya juga.

2. Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak,
maka lebih baik Faktur Pajak di upload dan di cetak 3 (tiga) hari setelah
Faktur Pajak tersebut di input ke program e-Faktur. Jadi apabila ada
kesalahan dalam penginputan bisa diperbaiki dan tidak perlu membuat
Faktur Pajak pengganti.
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DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak “Faktur Pajak Berbentuk FElektronik (e-Faktur)”
http://www.pajak.go.id/content/faktur-pajak-berbentuk-elektronik-e-
faktur diakses pada tanggal 28 Maret 2017

Fitriandi.,dkk. 2014. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Edisi
Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menter i Keuangan Republik Indonesia
Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil
Pajak Pertambahan Nilai.

Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
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Lampiran 1 : Surat Keterangan PKL.

KANTOR KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR
BEB THPTONO & REEKAN
fjn Praktek No S!- 2440/ 712012

Perum Rewwin, JT Garuda X1 Blok M No 9 Waru, Sideano

SURAT KETERANGAN SELESAL PKI

Dengan i, kamu vang bertandatangan & bawah i

Nama Budi Tiptono

Jabatan Konsultan

Menerangkan babwa

Nami Kodrat Knstanto Fuirmansyah
NiM 151410713002

Universitas Umiversitas Arrlangga

Telab menyelesarkan kegnatan Prakiek Kena Lapangan (PKL) di KKP Bud Tiptono & Rekan
dengan pencinpatan pada kben kam d Sursbava molal dan wnggal 19 Janvars 2017 sampas dengan
16 Februari 2017 Selama bekerja i perusahaan i, mahasiswa vang bersanghutan wiah bekena
dengan haik

Demekian sutat Keterangan PKL o karn buat untuk dapat digunakan sehogaimana mestinga

Surabava, 18 Apnt 2017

KEP Budi Tiptone & Rekan

Budi Tpaptono

Telp (031) 854170 Emad - budwiptone yahoo.com
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= tidak masuk kantor, dinilai minus 1
= teriambat masuk ke kantor, dinilai 12

= cepat pulang dari kantor tanpa alasan jolas, dinilai 1/2

= total kolom 4, 5,6, 7, 8
= kolom 9 dibagi banyaknya hari kerja PKL x 100
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- ketepatan waktu penyelesaian tugas
- otika
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1. Rata.cata = holom 5 | jumiab kehadiran dalam seminggu
2. Unsur ponilaian tugas

~ kedisiplinan

- kerjasama antar mahasiswa
- imisiatif penyelesaian tugas
- ketepatan waktu penyelesaian tugas

~ etika

3. Harap melingksei tulisan : "minggu ke ...*
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Keterangan :
1. Rata-rata = kolom 5 / jumiah kehadiran dalam seminggu Sscbaya, € Al J003
2. Unsur penilaian tugas | wEPALS

~ hedisiplinan

~ kerjasama antar mahasiswa

~ inisiatif penyelesaian tugas

~ ketepatan waktu ponyelesaian tugas

~ otika
3. Harap melingkari tulisan : “minggu ke ..~
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Keterangan :
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1. Rata-rata = kolom 5/ jumiah kehadiran dalam semingge

2. Unsur penilaian tugas :

~ kedisiplinan

~ Rerjasama antar mahasiswa
~ inisiatif penyeiosaian tugas

~ keteopatan &

penyelesaian tugas

3. Harep melingkari tulisan : “minggu ke ..~
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